GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 18 /B.III/HK/2013

TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

~~  Menimbang

Mengingat

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Lampung;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

b=

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
. Menteri Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;

Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

-

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-754/MK.7/2012 tanggal 17
Desember 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Mesuji
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan

penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah

disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila
Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

: Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya

disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-1-2013

GUBERNUR LAMPUNG
ttd

SJACHROEDIN Z.P.

S — J— -



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 18 /B.IIIIHK/2013
TANGGAL : 10 JANUARI 2013

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
1 | Konsideran Bahwa Pajak Daerah adalah salah satu sumber bahwa Pajak Daerah adalah salah satu sumber | Konsideran huruf a dan
Menimbang Bendapatan daerah yang penting guna membiayai pendapatan daerah yang penting guna membiayai | huruf ¢ disempurnakan
pelaksanaan pemerintah daerah dalam-melaksanakan pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan terhadap masyarakat serta mewujudkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
kemandirian daerah; mewujudkan kemandirian daerah;
bahwa 3 huruf a, pedd bahwa sehubungan maksud huruf a dan b tersebut
membeniuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi diatas dipandang perlu menetapkan, Peraturan
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
2 | Dasar Hukum

Mengingat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali eitbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 eaﬁﬁg

(Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3987);

Angka 2 disempurnakan

Angka 4 disempurnakan




3

4

5

14.

10.

11.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999
korupsi kolusi dan nepotisme(lembar Negara RI tahun
1999 nomor 75 tambahan lembaran negara Rl No.

4489

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
2008 entang sruk ¢ S :E

Qaeeah (Lembaran Negara Republlk lndonesna Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Nomor 4933);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

tentang
penyelenggaraan pemedntah yang bersih dan bebas dari

Negara Republik

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4933),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Angka 5 disempurnakan

Angka 8 disempurnakan

Angka 10 diubah menjadi
angka 11 dan angka 11
diubah menjadi angka 10

Angka 14 disempurnakan




3

4

5

17.

21.

2.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor
58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan
Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor
58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan
Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;

Angka 17 disempurnakan

Angka 19 dihilangkan

Angka 20 disempurnakan

Angka 21 disempurnakan

Angka 22 disempurnakan

Angka 23 disempurnakan




2 ) 3 4 5
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor | 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor | Angka 24 disempurnakan
148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga ‘
Internasional yang=tidak dikenakan Pajak Bumi dan Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2010 tentang | 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 [ Angka 25 dan angka 26
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan | disempurnakan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mesuji Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor ....);
26. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2012 tentang | 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02
Pajak Daerah. Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor ....,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji
Nomor ....);
Diktum MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: Diktum MEMUTUSKAN
Memutuskan disempurnakan, tanda
baca titk dua pada kata
MEMUTUSKAN tanpa
spasi
Ketentuan Umum 4. Dewan peswakilan—takyat-daersh adalah selanjutnya | 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang |- Pasal 1 angka 4, 11, 12,
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 21, 24, 28
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah perwakilan rakyat daerah sebagai unsur disempurnakan.
daerah penyelenggara pemerintah daerah; - Pada  setiap akhir
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi | 11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan kalimat diberi tanda
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang baca tiitk (.)
atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
manfaat atas Bangunan; menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan;
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

12. Waijib Pajak

adalah

Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau
memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat
atas bangunan,




3 4 5
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan | 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
tertentu dalam peraturan perundang-undangan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat perundang-undangan perpajakan daerah yang
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat ke- Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
putusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Keberatan; Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan | 24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan banding suatu keputusan yang dapat diajukan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan pes berdasarkan  peraturan  perundang-undangan
pajakan-yang berlaku; perpajakan yang berlaku;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meng- | 26. Pemeriksaan adalah  serangkaian  kegiatan
himpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau menghimpun dan mengolah data, keterangan,
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obijektif
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan profesional berdasarkan suatu standar
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pemeriksaan untuk menguiji kepatuhan pemenuhan
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan
rangka melaksanakan ketentuan peraturan pes lain dalam rangka melaksanakan Kketentuan
undang-undangan perpajakan daerah; peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang | 28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
daerah yang ditentukan oleh Kepala—Daerabh untuk uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung  seluruh  penerimaan daerah dan menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah. daerah.
Nama, Objek dan BAB I BAB I Bab I Kata “Nama’,
Subjek Pajak NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK “Objek” dan  “subjek”
Nama dihilangkan serta Pasal 2
Pasal 2 Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1)

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan per-

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

disempurnakan




3 4
Objek Pasal 3
Pasal 3 (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan;

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemen-aya,
yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
bangunan tersebut;

jalan tol;

kolam renang;

pagar mewah;

tempat olahraga;

galangan kapal, dermaga;

taman mewah;

tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa

minyak; dan

i. menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

¢. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau
yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan

sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap

Wajib Pajak;

Sea~0ao0C

©)

(4)

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
danfatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya,
yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
bangunan tersebut;

b.jalan tol;

¢. kolam renang;

d. pagar mewah;

e.tempat olahraga;

f. galangan kapal, dermaga;

g.taman mewah;

h.tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa
minyak; dan

i. menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau
yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh kampung dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga inti yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

untuk setiap Wajib Pajak.

©)

(4)




1.

Subjek Pasal 4 - Pasal 4 ayat (4), (5), (6) dan
Pasal 4 (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan | 3yat(7) dihilangkan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat
atas bangunan;

3. Tanah yang tidak diketahui pemilik dan alamatnya

dan diatasnya berdiri bangunan maka kewajiban
membayar pajaknya dibebankan kepada orang
pribadi atau badan yang secara nyata menguasai
atau memperoleh manfaat atas bangunan;

Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat
atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat
atas bangunan;

(3) Tanah yang tidak diketahui pemilik dan alamatnya
dan diatasnya berdiri bangunan maka kewajiban
membayar pajaknya dibebankan kepada orang
pribadi atau badan yang secara nyata menguasai
atau memperoleh manfaat atas bangunan;

- Terhadap suatu objek pajak
yang dikuasi oleh objek pajak
lain (bukan pemilik yang telah
memiliki SPPT) maka pihak
yang membayar pajak adalah
pihak yang menguasai tanah
tersebut atau tergantung
kesepakatan pemilik obyek
pajak dan pihak yang
menguasai, sehingga tidak
perlu diterbitkan SPPT baru.

- Hal tersebut untuk mencegah
terjadinya klaim dari pihak
yang menguasai yang sering
terjadi mengaku sebagai
pemilik obyek pajak karena
telah memiliki SPPT.
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Dasar Pengenaan BAB IlI BAB i Pasal 5 ayat (3)
Tarif dan Cara DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA disempurnakan
Menghitung Pajak MENGHITUNG PAJAK MENGHITUNG PAJAK
Pasal 5 Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan | (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP; Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP;
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat | (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk
objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun
sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten
Mesuiji; Mesuiji;
(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud | (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan-eleh Bupati. pada ayat (2) diatur dengan Peraturan- Bupati
Pendataan Obyek BAB VI BAB VI Judul BAB VI diubah,
Pajak BEMUNGUTANRAJAK PENDATAAN OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | Bagian Kesatu dan judul
PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu dihilangkan

Penetapan

(1)
(2)

(1)
2)

asal 11

Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT;

Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal

sebagai berikut :

a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah
Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain ternyata jumlah pajak yang
terutang lebih besar dari jumiah pajak yang
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan
oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 12
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dilarang diborongkan;
Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang
berdasarkan S2RFatay SKPD.

Pasal 11
(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT:
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal
sebagai berikut :
a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah
Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati
sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran;dan
b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain ternyata jumlah pajak yang
terutang lebih besar dari jumlah pajak yang
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan
oleh Wajib Pajak.

BAB VII
PENETAPAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 12
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

(1)

dan Perkotaan dilarang diborongkan;

Pasal 11 disempurnakan

Judul Bagian diubah
menjadi BAB VIl yang
mengatur tentang

Penetapan dan Pasal 12
disempurnakan.
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2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang
berdasarkan SPPT atau SKPD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penerbitan SPPT atau SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) di atur | dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13 diubah
(1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD sebagaimana (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan menggunakan SSPD.
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; (2) SSPD Wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
dan penyampaian SPOP, SPPT dan SKPD, kuasanya dan wajib disampaikan kepada pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 yang berwenang.
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi dan tata
cara pengisian dan penyampaian SSPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
Bagianketiga Bagian Kedua Bagian Ketiga diubah
Surat Tagihan Pajak Surat Tagihan Pajak menjadi Bagian Kedua
Pasal 14 Pasal 14
Tata Cara Bagian Ketiga Bagian Keempat diubah
Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Tata Cara Pembayaran dan Penagihan menjadi Bagian Ketiga
penagihan Pasal 15 Pasal 15 dan Pasal 15
erdasarkal Bupati menentukan tanggal jatuh  tempo | disempurnakan

(2)

selambaﬂamba%na&a 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;

SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(2)

pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang
paling fama 30 hari kerja setelah saat terutangnya
pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;

SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding,
yang menyebabkan jumiah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
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(3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat | (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
(1) dan ayat (2) pada pasal 15, pada saat jatuh tempo Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi | (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan memenuhi  persyaratan yang ditentukan dapat
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan; dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

(5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah bulan;
atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh | (5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah
Bupati; atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh

(6) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai tata cara Bupati;
pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan | (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan

pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
10. | Keberatan dan Bagian Keempat Bagian Kelima diubah

Banding

M

)
)

(4)

Keberatan dan Banding
Pasal 17
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SPPT;

b. SKPD;

c. SKPDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak;

(1)

(2)
(3

Keberatan dan Banding
Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas
suatu:
a. SPPT,
b. SKPD;
¢c. SKPDLB; dan
d. Pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan Perpajakan Daerah. '
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

menjadi Bagian Keempat
Pasal 17 disempurnakan
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11.

Pembetulan,
Pembatalan,
Pengurangan
Ketetapan, Dan
Penghapusan Atau
Pengurangan
Sanksi Administratif

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda
pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Bagian-Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pasal 22

(1) Atas permohonan Woajib Pajak atau karena
jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD,
STPD, SKRPKBSKBKIB atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

(2) Bupati atau pejabat yang di tunjuk dapat dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Waijib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD,
STPD, SKRKB-SKBKIB atau SKPDLB yang tidak
benar,;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui Wajib Pajak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda
pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pasal 22
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT,
SKPD, STPD, atau SKPDLB vyang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah;

(2) Bupati atau pejabat yang di tunjuk dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Waijib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD,
STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

Bagian Keenam diubah
menjadi Bagian Kelima
dan Pasal 22
disempurnakan
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e. mengurangkan ketetapan pajak terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
ben: Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
f. mengurangkan ketetapan pajak terutang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peraturan Bupati.
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.
12 | Kedaluwarsa BAB Vi BAB Vil Judul Bab VI
KEDALUARSA PENAGIHAN KEDALUWARSA PENAGIHAN disempurnakan
13 | Penyidikan BAB XIl BAB Xl Judul Bab XHi disempurnakan
KETENTUAN-PENYIDIKAN PENYIDIKAN dengan menambah 1 (satu)
Pasal 29 Pasal 29 ayat baru sesuai Pasal 173
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan | (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan | UU No 28 Thn 2009 dan

@

pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan

penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang perpajakan

daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum
acara pidanag;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Menelit, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menelit, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah;

penulisan huruf awal pada
ayat (2) disempurnakan




13

1 2 3 4 5
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah; perpajakan Daerah;

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; tersebut;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pidana perpajakan Daerah; pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan perpajakan Daerah;

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
Menghentikan penyidikan; dan/atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan pemeriksaan sedang berlangsung dan memerksa
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
undangan. pidana perpajakan Daerah;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
memberitahukan dimulainya penyidikan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut menghentikan penyidikan; dan/atau
Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara melakukan tindakan lain yang perlu untuk
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 disempurnakan

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32 ayat | Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan

(1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

14. | Ketentuan Penutup Pasal 35

Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaan daslain-lairaya akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35 disempurnakan
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15. | Penetapan dan Ditetapkan di Mesuiji Ditetapkan di Mesuji - Pengetikan penetapan
Pengundangan Bada tanggal 2012 pada tanggal 2012 dan pengundangan
BUPATI MESUJI BUPATI MESUJI, disempurnakan
- Kata Bupati Mesuji dan
Sekretaris Daerah
KHAMAMI KHAMAMI Kabupaten Mesuji
Diundangkan di Mesu;ji Diundangkan di Mesuji i':r‘:]gm C’:::da ditl:fii
3= 2012 pada tanggal 2012 simetris
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MES U JI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUUJ, - Penulisan nama pejabat
yang mengundangkan
AGUS SALIM tgaar:%abgsvn;;hlfat, NIP dan
PEMBINA UTAMA MADYA AGUS SALIM
NIP. 195506151980111003
16. | Penjelasan . RENJELASAN-UMUM . UMUM Pengetikan Penjelasan
II. BPENJELASAN PASAL DEMI PASAL . PASAL DEMI PASAL disempurnakan dan urutan
Pasal 1 : Cukup jelas. Pasal 1 penulisan penjelasan
Pasal 2 . Cukup jelas. Cukup jelas. pasal-pasal menyesuaikan
Pasal 2 dengan hasil  koreksi
Cukup jelas. sesuai dengan UU No 12
Tahun 2011
Pasal 3 Pasal 3
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “"kawasan” Ayat (1)
adalah semua tanah dan bangunan Yang dimaksud dengan
yang digunakan oleh perusahaan "kawasan” adalah semua tanah
perkebunan, perhutanan, dan dan bangunan yang digunakan
pertambangan di tanah yang diberi oleh perusahaan perkebunan,
hak guna usaha perkebunan, tanah perhutanan, dan pertambangan di
yang diberi hak pengusahaan hutan tanah yang diberi hak guna usaha
dan tanah yang menjadi wilayah perkebunan, tanah yang diberi
usaha pertambangan. hak pengusahaan hutan dan
Ayat (2) : Cukup jelas. tanah yang menjadi wilayah
Ayat (3) usaha pertambangan.
Huruf a: Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.
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Huruf b :

Dan seterusnya

Yang dimaksud dengan “tidak
dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan” adalah bahwa
objek pajak itu diusahakan untuk
melayani kepentingan umum,
dan nyata-nyata tidak ditujukan
untuk mencari keuntungan. Hal
ini dapat diketahui antara lain
dari anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga dari
yayasan/badan yang bergerak
dalam bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional tersebut.
Termasuk pengertian ini adalah
hutan wisata milik negara sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (3)

Dan seterusnya

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan
"tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan”
adalah bahwa objek pajak
itu  diusahakan  untuk
melayani kepentingan
umum, dan nyata-nyata
tidak  ditujukan  untuk
mencari keuntungan. Hal
ini dapat diketahui antara
lain dari anggaran dasar
dan anggaran rumah
tangga dari
yayasan/badan yang
bergerak dalam bidang
ibadah, sosial, kesehatan,

pendidikan, dan
kebudayaan nasional
tersebut. Termasuk

pengertian ini  adalah
hutan wisata milik negara
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.




